HUBUNGAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (PENAL POLICY)
 DENGAN KEBIJAKAN KRIMINAL (CRIMINAL POLICY)
MAKALAH POLITIK KRIMINAL
[image: image1.jpg]



Nama Kelompok:
1. NANA ROSITA SARI     

S 362108023
2. MARIA PRICILIA SILVIANA
S 362108019
PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 

2021

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 

Bahwa pengertian kebijakan kriminal atau politik kriminal (criminal policy) merupakan usaha rasional dan terorganisasi dari suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.  Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah “politik kriminal” dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas.
Menurut G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, upaya penangulangan kejahatan dapat ditempuh dengan :

1. Penerapan hukum pidana (criminal law application);

2. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment);

3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (influencing views of society on crime and punishment/mass media). 

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni jalur penal dan jalur non penal. Sejalan dengan pendapat Barda Nawawi Arief, bahwa Muladi juga menjelaskan bahwa upaya untuk menanggulangi kejahatan secara operasional dapat dilakukan baik melalui sarana penal maupun sarana non penal. Kedua sarana ini merupakan suatu pasangan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Bahkan keduanya dapat dikatakan saling melengkapi dalam usaha penanggulangan kejahatan di masyarakat.

Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penanggulangan lewat jalur penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi.


Sedangkan upaya penanggulangan lewat jalur non penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Melalui upaya non penal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan.

Dalam bab ini Penulis juga akan mengemukakan contoh kasus mengenai penerapan kebijakan penal dan kebijakan kriminal tersebut dalam dalam dunia hukum khususnya yang terjadi di Indonesia yaitu mengenai penanganan tindak pidana korupsi dalam bentuk penal. Mendasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan dengan mengambil judul: Hubungan Kebijakan Penal (Penal Policy) dan Kebijakan Kriminal (Criminal Policy).
B. Permasalahan

Berdasarkan dalam latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut

1. Bagaimana hubungan kebijakan hukum pidana (penal policy) dengan kebijakan kriminal (criminal policy)?

2. Bagaimana penggunaan hukum pidana (penal policy) terkait dengan kebijakan kriminal (criminal policy) dalam perkara tindak pidana korupsi oleh terpidana Juliari Batubara ? 

BAB II

PEMBAHASAN

A. HUBUNGAN PENAL POLICY DENGAN CRIMINAL POLICY
Menurut Barda Nawawi Arief, terdapat dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal (sebagai upaya penganggulangan kejahatan) dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), yaitu :

1. Masalah penentuan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana;

2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar. 

Selanjutnya terkait dengan sarana dalam pelaksanaan kebijakan kriminal (criminal policy), G.P. Hoefnagels mengatakan bahwa upaya penangulangan kejahatan dengan menggunakan kebijakan kriminal (criminal policy) dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu :

1. Penerapan hukum pidana (criminal law application);

2. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment);

3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (influencing views of society on crime and punishment/mass media).

Terkait dengan pendapat G.P. Hoefnagels, menurut Muladi, kebijakan kriminal (criminal policy) dapat diejawantahkan dalam berbagai bentuk, yaitu :

1. Kebijakan yang bersifat represif dengan menggunakan sarana penal, yang sering disebut sebagai sistem peradilan pidana (criminal justice system) yang dalam arti luas sebenarnya mencakup pula proses kriminalisasi.

2. Kebijakan tanpa menggunakan sarana penal (prevention without punishment).
3. Kebijakan yang mendayagunakan usaha-usaha pembentukan opini masyarakat tentang kejahatan dan sosialisasi hukum melalui mass media secara luas.
Dalam literatur lain, Muladi menyebutkan bahwa usaha menanggulangi kejahatan mengejewantah dalam berbagai bentuk yaitu :

1. Bersifat represif menggunakan sarana penal yang sering disebut dengan sebagai sistem peradilan pidana (criminal justice system). 
2. Usaha-usaha tanpa menggunakan sarana penal (prevention without punishment).

Dapat dibedakan pada berbagai tipologi tindakan pencegahan yaitu primary prevention, secondary prevention, dan tertiary prevention. Tipologi pencegahan yang lain dapat dirumuskan yaitu individual prevention dan societal prevention.
3. Menggunakan usaha-usaha pembentukan opini masyarakat tentang kejahatan dan sosialisasi hukum melalui mass media secara luas. 


Pada intinya, hubungan antara kebijakan hukum pidana (penal policy) dengan kebijakan kriminal (criminal policy) adalah upaya penanggulangan kejahatan dalam masyarakat dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal). Dengan demikian, kebijakan hukum pidana (penal policy) merupakan salah satu bagian dari upaya penganggulangan kejahatan sebagaimana dimaksud dalam kebijakan kriminal (criminal policy).

Lebih lanjut G.P. Hoefnagels mengupas pemikirannya tentang kebijakan kriminal (criminal policy) sebagai ilmu pengetahuan tentang kebijakan dalam menanggulangi kejahatan/ ilmu pengetahuan tentang pencegahan kejahatan. Ilmu ini meliputi usaha pencarian jalan keluar dalam memengaruhi manusia dan masyarakat dengan menggunakan hasil penelitian kriminologi. Kebijakan menanggulangi kejahatan merupakan organisasi rasional dari reaksi-reaksi sosial terhadap kejahatan, juga merupakan bagian dari kebijakan yang lebih luas dalam bidang menegakkan hukum (the law enforcement policy). Hal ini menempatkan hukum perdata dan hukum administrasi menduduki tempat yang sama dalam ragaan G.P. Hoefnagels sebagai sarana pencegahan kejahatan yang tidak bersifat pidana (non criminal legal crime prevention). 

Selanjutnya Sudarto kembali mengingatkan, apabila hukum pidana (penal) hendak dilibatkan dalam usaha untuk mengatasi segi-segi negatif dari perkembangan masyarakat atau modernisasi, maka hukum pidana tersebut hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik (criminal policy) atau social defence planning dan hal ini pun harus merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional.
 Hal ini menjadi penting karena sebagaimana telah dikemukakan di atas, politik kriminal (criminal policy) adalah pengaturan/ penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh msyarakat.

Tujuan akhir dari kebijakan kriminal (criminal policy) adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama, yang sering disebut dengan beberapa istilah, misalnya kebahagiaan warga masyarakat (happiness of the citizens), ”kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan (a wholesome and cultural living), kesejahteraan masyarakat (social welfare), atau untuk mecapai keseimbangan (equality). Dengan memperhatikan tujuan-tujuan dari kebijakan kriminal tersebut, maka wajar apabila dikatakan bahwa politik kriminal atau kebijakan kriminal (criminal policy) merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional. 

Keterkaitan antara kebijakan hukum pidana (penal policy) dengan kebijakan kriminal (criminal policy) dapat pula dilihat dari segi kebijakan. Sebagai suatu kebijakan (policy) yang ditujukan untuk kepentingan publik, maka penggunaan hukum pidana (penal) dalam memberantas kejahatan, tentu saja harus melalui suatu proses, yakni penentuan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, pemilihan cara-cara (ways) dan sarana-sarana (means) guna pencapaian tujuan-tujuan tersebut. Cara dan sarana lazimnya merupakan alternatif-alternatif yang dibutuhkan dalam strategi pencapaian tujuan. Terkait dengan penggunaan hukum pidana (penal policy) dalam pemberantasan kejahatan, maka cara-cara yang dipilih adalah merumuskan perbuatan atau peristiwa yang dikategorikan sebagai kejahatan (tindak pidana) di dalam Undang-Undang dan menetapkan sanksi-sanksi sebagai sarana penghukuman atas pelanggarannya.

Bahwa pelaksanaan kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana hukum pidana (sarana penal) harus merupakan suatu usaha yang dibuat dengan sengaja dan sadar, dalam arti bahwa setiap pilihan dan penetapan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan harus benar-benar memperhatikan faktor yang mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana itu dalam kenyataan. Kebijakan non penal haruslah dioptimalkan karena hal tersebut sejalan dengan cita-cita bangsa dan tujuan negara, seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yang memuat Pancasila.
B. CONTOH KASUS 

Ketua KPK Firli Bahuri menjelaskan kasus dugaan korupsi Kementerian Sosial ini diawali dengan adanya pengadaan barang berupa bantuan sosial (bansos) dalam rangka penanganan Covid-19. KPK menetapkan Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka kasus korupsi program bansos Covid-19 pada tanggal 6 Desember 2020. Juliari menerima total Rp 32,2 miliar dari korupsi bansos. Juliari selaku Menteri Sosial, menunjuk dua pejabat pembuat komitmen di Kementerian Sosial yaitu Matheus Joko Santoso (MJS) dan Adi Wahyono (AW) sebagai pejabat pembuat komitmen dalam proyek tersebut dengan penunjukan langsung antar rekanan, serta tersangka lain dari pihak swasta, AIM dan HS ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap. Adapun jumlah uang yang yang diterima Juliari untuk kepentingan pribadinya adalah sebesar Rp 14,5 miliar. Sumber uang tersebut berasal dari pengusaha Harry Van Sidabukke sebanyak Rp 1,28 miliar dan Ardian Iskandar Maddanatja sebanyak Rp 1,9 miliar. Sedangkan sebanyak Rp 29,2 miliar dari beberapa perusahaan penyedia barang sembako bansos Covid-19.

Pada Juli 2021, Jaksa Penuntut Umum menuntut Juliari dihukum 11 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebanyak Rp 14,5 miliar dan pencabutan hak politik selama 4 tahun setelah menjalani hukuman penjara. Jaksa menyatakan hal yang memberatkan tuntutan adalah perbuatan Juliari Batubara tidak mendukung upaya pemerintah memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme. Juliari dianggap berbelit-beli dalam memberikan keterangan dan melakukan perbuatannya saat pandemi Covid-19. Sementara hal yang meringankan ialah Juliari belum pernah dihukum.


Hakim Pengadilan Tipikor menjatuhi vonis 12 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan terhadap Juliari pada sidang putusan 23 Agustus 2021. Sidang yang dipimpin hakim M. Damis menyatakan Juliari bersalah dalam perkara bansos Covid-19. Hakim menilai Juliari terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sesuai dakwaan alternatif pertama, yakni Pasal 12 huruf b Jo Pasal 18 atau Pasal 11 Jo Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP. Selain itu, majelis hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik selama empat tahun setelah terdakwa selesai menjalani pidana pokok.

Vonis hakim lebih tinggi satu tahun dari tuntutan jaksa KPK. Meskipun banyak masyarakat yang menganggap Juliari patut dihukum lebih berat. Hakim pasti sudah mempertimbangkan alasan yang memberatkan dan meringankan serta dalil dari kedua pihak baik jaksa maupun terdakwa. Dalam perkara Juliari Batubara, kami ingin melihat dari segi kebijakan hukum pidana dimana hakim telah menjatuhkan pidana penjara, denda dan uang pengganti. Jika mengkaji mengenai kebijakan kriminal dalam kasus Juliari Batubara ini, bisa kita lihat dalam 3 bentuk yaitu :

1. Putusan hakim yang menjatuhkan 12 tahun pidana penjara , denda sebesar Rp500 juta dan uang pengganti sebanyak Rp14,5 miliar, serta pidana tambahan berupa tidak boleh menggunakan hak politik selama 4 (empat) tahun setelah menjalani pidana penjara. Ini adalah kebijakan yang bersifat represif dengan menggunakan sarana penal.
2. Kerja Sosial bagi terpidana. Ini adalah kebijakan tanpa menggunakan sarana penal.
3. Stigma buruk dan cacian publik terhadap Juliari Batubara akan terus melekat walau Juliari telah keluar dari penjara. Citra yang negatif terhadap orang yang terjerat korupsi yang dibentuk oleh aparat penegak hukum dengan bantuan mass media baik media cetak maupun media elektronik. Moral masyarakat sudah terbentuk sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan bahwa penegak hukum dan sosialisasi hukum melalui mass media secara luas berhasil dilakukan.

Selain itu, dalam kebijakan kriminal harus ada kebijakan sosial yang seharusnya menjadi satu kesatuan integral dalam kebijakan kriminal dalam kasus Juliari Batubara. Dimana uang pengganti yang nanti dibayarkan oleh terpidana Juliari Batubara harusnya langsung disalurkan ke masyarakat yang membutuhkan, yang mana ada masyarakat yang belum menerima bantuan sosial tersebut.


Tujuan akhir dari kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama yaitu kebahagiaan warga masyarakat atau kebahagiaan penduduk demi kesejahteraan masyarakat.
BAB III

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, penulis menyimpulkan beberapa hal antara lain: hubungan antara kebijakan hukum pidana (penal policy) dengan kebijakan kriminal (criminal policy) adalah upaya penanggulangan kejahatan dalam masyarakat dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal). Dengan demikian, kebijakan hukum pidana (penal policy) merupakan salah satu bagian dari upaya penganggulangan kejahatan sebagaimana dimaksud dalam kebijakan kriminal (criminal policy). Selain itu, kebijakan kriminal harus ada kebijakan sosial yang seharusnya menjadi satu kesatuan integratif dalam kebijakan kriminal. Tujuan akhir dari kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama yaitu kebahagiaan warga masyarakat atau kebahagiaan penduduk demi kesejahteraan masyarakat
2. REKOMENDASI
Berdasarkan kesimpulan di atas penulis bermaksud memberikan rekomendasi terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas adalah bahwa pembuat kebijakan kriminal harus melakukan pendekatan secara menyeluruh kepada berbagai aspek tidak hanya aspek pidana / penal agar kebijakan  yang diambil dapat komprehensif.
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